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PEMTURAN GUBERNUR GORONTALC)

NOMOR 14 TAHUN 2OT2

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERRTURnN GUBERNUR NOMOR 6]5 TAHLII\I 2O:.0 TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KER]A UNIT PELAKSANA TEKhIIS PADA BADAN

KEUANGAN DAEMH PROVINSI GORONTALO

Menimbang

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa guna meningkatkan pelayanan l<epada maqrarakat wajib

pajak khususnya di wilayah perbatasan Provin:;i Gorontalo dan

Sulawesi Utara pada Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone

Bolango, perlu dilakukan penyesuaian pada Perrctutan Gubernur

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pembentukan C)nSanisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan lKeuangan Daerah Provinsi

Gorontalo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman,a dirnaksud pada

huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan

atas Peraturan Gubernur Nomor 65; Tahurn 2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit, Pelaksana Teknis

pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalc',;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19,74 terrtang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indgnesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negarar Republik Indonesia 3041

sebagaimana telah diubah dengan Undang-urdang Nomor 43

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara llepublik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran ltlegara tlepublik Indonesia

Nomor 4060);
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4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang l(euangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :200:i Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Inrjonesier l{omor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indo'nesia 
'l.arhun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoners;lia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuetngan iNl{3gara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia hlomor'1'4f00);;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20A4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Ltlmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan l-emllaran Negara

Republik Indonesia Nomor aaZD;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20Ct4 tentarng Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
-f,ahun 2004 Nomor

L25, Tambahan Lembaran Negara Rerpublik Lndonesia Nomor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubarh terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indon*;ia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Ner;ara Flepublik Indonesia

Nomor a8a9;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentiang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat diln Perntlrintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Taht"ln ,2004 Nomor

L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangl Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik: Indrlnesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran llegara Flepulllik Indonesia

Nomor 50a9);

10. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tenl:ang Pembentukan

8.

9 .

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Republik Indonesia Nomor 5234);

(Lembaran l\egara Republik

Tambahan l-emtnran Negara
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; tentang standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Neg,ara Re;.rublii< Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lernbaran l\egara Republik
Indonesia Nomor a503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor t40, Tambahan Lembaran Nr:gara Flepub ik Indonesia

Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun i)-a07 terntang pembagian

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,, pemrlrintalran Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K,ota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun ZA07 Nomclr 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aft7\;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun )2007 tr:ntanr; organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor aTaI);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun ,1009 terntang; perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 20J3 tentang
wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian

Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indoiresia Tahun

2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun .1010 telrrtan-q Tata cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan p;rjak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara R,epublik Indonesia
Nomor 5055);

17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbar.an Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3i, Tambaharr Lembaran
Daerah Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontaro Nomor o',t rahun zooT
tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga-
Lembaga Teknis Daerah provinsi Gorontalo (Lr:rnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6;2, Tambilharr Lembaran

*
Negara Republik Indonesia Nomor 06);
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19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun

2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUS$N :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBEIRNUR NOMOR 65

TAHUN 2O1O TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA

UNIT KER]A PELAKSANA TEKNIS PADA BA.DAN KEIJAN.GAN DAEMH

PROVINSI GORONTALO

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2010

tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerrja Unit Pelarksana Teknis

Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi O'otonlallo (Berita Daerah

Provinsi Gorontalo Nomor 65) diubah sebagai tlerikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga bunyinya sebagiai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan organisasi UPTB Wilayah I sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :

a. Kepala UPTB;

b. Sub Bagian Tata Usaha dan

c. 3 (tiga) Seksi Pelayanan.

(2) Seksi pelayanan sebagaiamana dimakud parlet ayat (1) huruf c

terdiri dari :

a. Seksi pelayanan Kota Gorontalo,

b. Seksi pelayanan Kabupaten Bone Brrlango;

c. Seksi pelayanan di Kecamatan Bone Pantai.

(3) Struktur Organisasi UPTB Wilayah I sebagtaimana tercantum

pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di l:etapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkern perngundangan

peraturan Gubernur ini dengan penempatannyia dalarnr Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOIT 14
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
21 Maret 2012

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
21 Maret 2012



LAMPIMN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

1.i IAII- 'N ?i;12
3 1 l i ir lrct iC 12

PERUBAHAN KEDUA ATAS PE:MTUFAN GUBERNUR

NOMOR 65 TAHUN 2010 TEI'ffANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA UNIT KEIUA PEIAKSA'NA TEKNIS
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI
GORONTALO

UPTB WII-AYAH I

SUB BAC|IAN
TATA USAHA

SEKSI PEI.A.YANAN
KEC. BONE PANTAI

SEKSI PEI-AYANAN
KAB. BONE BOI.ANGO

SEKSI PEI-AYANAN
KOTA GORONTALO
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